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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  

PERTANIAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN MAJALENGKA 
NOMOR : ……………………… 

 

TENTANG 
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 

DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN MAJALENGKA 

TAHUN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN MAJALENGKA                

 

Menimbang  : 
 
 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan 
pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, 
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan 
guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, 
perlu disusun suatau rencana kerja tahunan yang dalam 
penyusunannya mengacu kepada dokumen perencanaan di 
atasnya; 

b. bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 
anggaran 2024 terdapat berbagai dinamika yang 
menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan 
penyesuaian asumsi target pencapaian program dan kegiatan 
yang berakibat kepada penyesuaian rumusan program dan 
kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penyesuaian 
yang telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan 
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Perubahan 
Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas.  

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang 
Pembentukan Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan 
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang 
Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang – 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4700); 
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 
2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2020 Nomor 10);  

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);  

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan 
Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 215); 

12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);  



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar 
Daerah Nomor 236); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);  

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2024- 2026;  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 
Nomor 2);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka tahun 2012 Nomor 3);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 
Nomor 12); 

25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 
Tahun 2021 Nomor 69); 

26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan 



Pangan, Pertanian dan Perikanan; 
27. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka 
Tahun 2023 Nomor 6);  

28. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
2023 Nomor 17); 

29. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : 
KP.12.42/22/Sekret tanggal 12 April 2023 tentang Rencana 
Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026; 

 
 

MEMUTUSKAN 
   
Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 

PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA 
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 
2024 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN 
PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA 

   
 
 

BAB I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 
 

(1) Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2024 adalah :  

a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan, 
pertanian dan perikanan tahunan untuk menjamin adanya korelasi yang sinergi, 
perumusan masalah bidang pertanian dan perikanan, perencanaan dan arah 
kebijakan, serta perumusan strategi yang  sesuai dengan kebutuhan; 

b. Menyusun dokumen pedoman perencanaan pembangunan pangan, pertanian 
dan perikanan bagi seluruh Bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya; 

(2) Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan 
Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2024 ini 
adalah : 
a. Mengevaluasi kinerja pembangunan Tahun 2024 sampai Triwulan II serta 

menganalisis prospek pembangunan Tahun 2024 sampai akhir tahun anggaran 
pembangunan; 

b. Mengarahkan pencapaian Misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ke dalam suatu strategi 
pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024; 

c. Menyusun kebijakan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam susunan prioritas 
pembangunan, fokus setiap prioritas, sasaran prioritas serta program dan 
kegiatan Tahun 2024; 

d. Mewujudkan sinergi program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target-target pembangunan pada 
tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan; 

e. Bahan evaluasi kinerja pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan serta penganggarannya. 

 
 
 
 
 
 



 
BAB II 

SISTEMATIKA RENJA 
Pasal 2 

   
Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2024 disusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI 
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

BAB III 

 
BAB IV 

: 

 
: 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN 
RENJA TAHUN 2024  

PENUTUP 

 
 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

 

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 

   
 Ditetapkan di : Majalengka 
 Pada Tanggal      :  

    
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 

PERTANIAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN MAJALENGKA 

 
 
 
 

Ir. IMAN FIRMANSYAH, MM. 
NIP. 19680502 199803 1 009 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024 ini dapat disusun pada waktunya. 

Sebagaimana dimaklumi bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 

dapat dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas 

pembangunan serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi 

pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan asumsi target 

Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, 

rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. 

Atas dasar hal tersebut serta dengan mempertimbangkan 

perkembangan situasi dan kondisi yang menuntut adanya antisipasi atas 

perkembangan yang ada maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kabupaten Majalengka memandang perlu dilakukannya 

penelaahan kembali atas dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024.  

Diharapkan dengan tersedianya dokumen perencanaan ini dapat 

memberikan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Semoga dokumen perencanaan ini dapat dipedomani dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 
             Majalengka,                        

 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

 

 

Ir. IMAN FIRMANSYAH, MM. 

NIP. 19680502 199803 1 009 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Majalengka diartikan 

sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 

memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Majalengka dalam 

jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan 

daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksana rencana pembangunan. 

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil 

Bupati Majalengka pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat 

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 

Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, 

Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 

2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada 

Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten 

Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

2024-2026. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang 

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan 

Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja 

Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD 

Tahun 2024-2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan 
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konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan.  

Mengacu Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan 

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :  

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi target pembangunan 

daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana 

program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau; 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  

Beberapa hal yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Majalengka untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu : 

1. Penyesuaian target Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 

2024;  

2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran sub kegiatan, 

perubahan lokasi pelaksanaan, dan target kinerja, serta manfaat dari 

kegiatan/sub kegiatan;  

3. Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam 

rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 

sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Majalengka tahun 

2024-2026;  

4. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024. 

Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi perangkat 

daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 

2024. Oleh karena itu atas dasar hal tersebut serta dengan 

mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang menuntut 

adanya antisipasi atas perkembangan yang ada maka Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka memandang 

perlu dilakukannya penelaahan kembali atas dokumen Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan 

penyusunan perubahan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas 
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Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024.  

 

1.2 Landasan Hukum 

 Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum 

sebagai berikut : 

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 

Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah 

dengan Undang – undang Nomor 4 tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan 

mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633);  

9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);  

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 172);  

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

215); 

12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;  
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2017 Nomor 1312);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 

7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 
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(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 262);  

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 

2026;  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka tahun 2011 Nomor 11);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 

Nomor 3);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 

Nomor 12); 

25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka 

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69); 

26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan; 

27. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 

(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);  
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28. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 17); 

29. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : KP.12.42/22/Sekret 

tanggal 12 April 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024-2026; 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024 ini adalah sebagai  berikut : 

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan ketahanan 

pangan, pertanian dan perikanan tahunan untuk menjamin adanya 

korelasi yang sinergi, perumusan masalah bidang pertanian dan 

perikanan, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan 

strategi yang  sesuai dengan kebutuhan. 

2. Menyusun dokumen pedoman perencanaan pembangunan pangan, 

pertanian dan perikanan bagi seluruh Bidang-bidang pada Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanain dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Tahun 2024 sampai Triwulan II 

serta menganalisis prospek pembangunan Tahun 2024 sampai 

akhir tahun anggaran pembangunan. 

2. Mengarahkan pencapaian Misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ke dalam 

suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 

2024. 

3. Menyusun kebijakan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka yang dituangkan 

dalam susunan prioritas pembangunan, fokus setiap prioritas, 

sasaran prioritas serta program dan kegiatan Tahun 2024. 
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4. Mewujudkan sinergi program dan kegiatan dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai 

target-target pembangunan pada tahun rencana serta mewujudkan 

efisiensi alokasi sumber daya pembangunan. 

5. Bahan evaluasi kinerja pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan serta penganggarannya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang pertimbangan 

perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta 

sistematika penulisan.  

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN  

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja 

SKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan analisis 

permasalahan dalam realisasi sampai dengan triwulan II. 

BAB III  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM 

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024  

Bab ini menguraikan tentang kegiatan lanjutan tahun 2024, 

perubahan kegiatan dan capaian kinerja dan pagu indikatif 

serta kelompok kegiatan dan sasaran lainnya yang tidak 

mengalami perubahan. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu 

mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-

kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut. 
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LAMPIRAN Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 
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BAB  II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 Sampai Dengan 

Triwulan II 

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka dilakukan dengan mengukur tingkat persentase pencapaian 

target dari masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan anggaran. Pengukuran Kinerja dilakukan 

dengan mengevaluasi langsung pencapaian hasil di seluruh objek sasaran 

strategis dan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen 

perencanaan tersebut.  

Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah “Mempercepat 

Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Secara umum 

hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan 

Triwulan II adalah terdapatnya beberapa anggaran sub kegiatan yang 

perlu dilakukan pergeseran jenis belanja anggaran, baik itu belanja yang 

tidak memungkinkan dapat direalisasikan disebabkan adanya 

penyesuaian terhadap kebutuhan penganggaran maupun karena revisi 

atau perbaikan terhadap rekening belanja. 

Adapun terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dana dari 

dana terikat baik DAK maupun DBHCHT/dana bagi hasil cukai tembakau 

perlu dilakukan perbaikan karena adanya penyesuaian dengan mengacu 

kepada ketentuan menu kegiatan. 

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 

Anggaran 2024 masih cukup rendah karena beberapa kegiatan secara 

umum masih dalam tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan 

(termasuk diantaranya kegiatan pengadministrasian), sementara untuk 

kegiatan yang bersumber dana terikat masih menunggu penyesuaian 

dengan ketentuan menu kegiatan. 
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2.2. Analisis Permasalahan Dalam Realisasi Sampai Dengan  

Triwulan II  

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil capaian Rencana Kerja 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka Tahun Anggaran 2022 maka dapat disimpulkan bahwa masih 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai   berikut : 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil capaian Rencana Kerja 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka dapat disimpulkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

sebagai berikut : 

1. Bidang Pangan 

a. Pertambahan penduduk yang kurang terkendali; 

b. Masih tingginya angka konsumsi beras per kapita; 

c. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; 

d. Rendahnya pola keragaman konsumsi pangan masyarakat; 

e. Masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan; 

f. Masih besarnya fluktuasi harga pangan pokok, serta 

g. Masih besarnya proporsi penduduk miskin. 

2. Bidang Pertanian 

a. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; 

b. Terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian 

seperti waduk; kelemahan dalam sistem alih teknologi; 

c. Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan; 

d. Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga 

menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik 

dan melemahkan daya saing; 

e. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan 

perumahan seiring dengan perkembangan Kabupaten Majalengka 

menuju era industrialisasi; 

f. Masih kurang sinerginya pembangunan pertanian di sektor on farm, 

of farm dan of farm hilir sehingga pembangunan pertanian berbasis 

kawasan susah untuk di wujudkan; 

g. Fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; 

h. Fluktuasi harga akibat produk pertanian yang perishable; 

i. Kemampuan SDM petani masih rendah sehingga pola produksi 

belum berorientasi bisnis. 



 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja DKP3 Tahun 2024      12 

 

3. Bidang Kelautan dan Perikanan 

a. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani 

dalam budidaya perikanan; 

b. Masih rendahnya penggunaan teknologi budidaya dan pasca panen 

perikanan; 

c. Masih kurangnya akses petani terhadap permodalan;  

d. Sistem budidaya ikan masih tradisional;  

e. Kurang berfungsinya kelembagaan yang bergerak di sektor 

perikanan;  

f. Belum adanya pengelolaan perikanan yang terintegrasi antara sektor 

hulu dan hilir. Untuk sektor lain sesuai dengan UU No. 23 Tahun 

2014 terjadi pelimpahan kewenangan dari Kabupaten ke Pusat. 

Walaupun dengan adanya beberapa kendala sebagaimana diuraikan 

diatas, namun terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja 

pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka antara lain : 

1. Keberadaan sektor pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi 

basis perekonomian masyarakat sehingga menjadi salah satu sektor 

prioritas dalam pembangunan. 

2. Terus lahirnya berbagai Inovasi dan adopsi teknologi di sektor pertanian 

dan perikanan yang memacu masyarakat untuk terus meningkat 

3. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring 

meningkatnya pertumbuhan pendudukan dan meningkatnya 

perekonomian masyarakat. 

4. Keberadaan sektor pangan, pertanian dan perikanan yang relatif tahan 

terhadap hantaman krisis ekonomi menjadikannya sebagai sektor 

andalan pembangunan ekonomi masyarakat. 
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BAB III 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA  

TAHUN 2024  

 

Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-

2026, hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 

serta proyeksi Tahun  2023, maka disusun rumusan Rancangan Awal 

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024 yang terinci atas program/kegiatan sebagai 

berikut : 

A. Urusan Pemerintahaan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar 

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah; 

Sub Kegiatan : 

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 

(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD; 

(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 

(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 

(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 

(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

 Sub Kegiatan : 

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD; 

(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; 
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c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

 Sub Kegiatan : 

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

(5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

(6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; 

(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 

d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah; 

 Sub Kegiatan : 

(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik; 

(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 

e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah; 

 Sub Kegiatan : 

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan; 

(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya; 

(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat;  

a. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 

Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan; 
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Sub Kegiatan : 

(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan 

dan Harga Pangan Pokok Strategis; 

b. Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota; 

Sub Kegiatan : 

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota; 

c. Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi; 

Sub Kegiatan : 

(1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan rincian 

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan   

Pangan kecamatan 

 Sub Kegiatan : 

(1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan 

dan Kerentanan Pangan; 

b. Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 

Kabuapten/Kota 

Sub Kegiatan : 

(1) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran 

Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang 

Mencakup dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

II.  Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan rincian 

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota; 
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(2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan 

rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 

Mikro dan Kecil. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 

Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 

Mikro dan Kecil; 

b. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 

Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala 

Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

III. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, 

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan :   Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 

Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; 

(2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian; 

b. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 

Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan 

Kabupaten/Kota. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; 

(2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman; 

(3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman; 

c. Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit 

Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

    Sub Kegiatan : 
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(1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan 

Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil; 

d. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 

Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 

Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak; 

(2) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan 

Pakan Ternak 

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana Pertanian, 

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B; 

b. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 

Usaha Tani; 

(2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Usaha Tani; 

(3) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan 

operasionalisasi Rumah Potong Hewan; 

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 

Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

b. Kegiatan :   Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan 

Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 

Kabupaten/Kota. 
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    Sub Kegiatan : 

(1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

c. Kegiatan :   Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 

Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

    Sub Kegiatan : 

(1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; 

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, 

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian Kabupaten/Kota. 

     Sub Kegiatan : 

(1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; 

5. Program Penyuluhan Pertanian, dengan rincian kegiatan dan sub 

kegiatan sebagai berikut : 

a.   Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. 

      Sub Kegiatan : 

(1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 

Pertanian di Kecamatan dan Desa; 
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BAB IV 

 
PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan 

dokumen perencanaan tahunan yang substansinya mengacu kepada 

RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024-2026, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 serta Renstra Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024 - 2026. Perubahan Renja ini merupakan kerangka rencana 

program dan kegiatan pembangunan tahun 2024.  

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 

sehingga dapat mencapai target sasaran yang telah ditetapkan maka perlu 

diperhatikan hal-hal berikut : 

1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini agar dijadikan 

pedoman, acuan dan arahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

2. Masyarakat perlu terus didorong untuk dapat berperan secara 

maksimal sebagai pelaku sekaligus berperan sebagai pengawas 

pelaksanaan pembangunan. 

3. Agar seluruh pihak yang terkait dapat melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan guna melakukan 

koreksi yang diperlukan. 

4. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini agar dijadikan 

sebagai bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan pembangunan 

Tahun 2024. 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini berlaku 

sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024. Langkah-

langkah persiapan dimulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya 

pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun 2024.  
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